
BUPATI MAGETAN
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TENTANG

PEDOMAN PEI,AKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPAT1 MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunal Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimara

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintaha.nDaerah (Lembaran Negara Republik

Indonensia Tahun 2015 Nomor 58, Tembahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2Ol8

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor

8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubalan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (trmbaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan I€mbaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 4O);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN

PELAKSANAAN

PRASARANA

BUPATI TENTANG PEDOMAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN

Menetapkan

MASYARAKAT DI KELURAHAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan

2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten

yang dipimpin oleh Camat.

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan

sebagai perangkat Kecamatan.

4. Kegiatan adalah bagian dari program yartg dilaksanakan

oleh satu atau lebih unit ketja pada Perangkat Daerah

sebagai bagian dari pencapaian sasaiarl terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpul,an tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya

manuaia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (inwt) ul]tuk
menghasilkan keluaran (outryt) ddarrr llr-r^tuk barang/jasa.

BA.E} II

KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan meliputi:

a. pembangunan sarana dan prasaiana Kelurahan; dan

b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyaral<at.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

(r)

(2)



a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan

prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:

1. jaringan air minum;

2. drainase dan selokan lingkungan pemukiman;

3. sarana pengumpulan sampah dan sarana

pengelolaan sampah;

4. sumur resapan;

5. jaringan pengelolan air limbah domestik skala

pemukiman;

6. alat pemadam api ringafl I

7. pompa kebakaran portabel;

8. penerangan lingkungan pemukiman;dan/atau

9. sanana prasarana lingkungan pemukiman lainnya

sesuaj tipologi kelurahan;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan

prasarana transportasi, meliputi:

1. jalan pemukiman;

2. jalan poros kelurahan;dan/atau

3. sarala prasarana transportasi lainnya sesuai

tipologi kelurahan;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarara dan prasarana kesehatan

masyarakat, meliputi:

1. mandi, cuci, kalus untuk umum/komunal;
2. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan

terpadu; dan/atau
3. sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai tipologi

kelurahan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan saiana dan prasarana pendidikan,

sosial dan kebudayaan, meliputi:

1. taman bacaan masyarakat;

2. bangunan pendidikan anak usia dini;
3. wahana permainan alak di pendidikan anak usia

dini;dan/atau
4. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

lainnya sesuai tipologikelurahan.



Pasal 4

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan

untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat

di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan

sumber daya sendiri.

(2) Kegratan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengeloLaan pelayanan kesehata.n masyarakat,

meliputi:

1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;

2. keluarga berencana;

3. pelatihan kader kesehatan masyaral(at; dan/ atau
4. kegiatan prengelolaan pelayanan kesehatan

masydakat lainnya sesuai tipologi kelurahan.

b. pengelolaan pelayanar pendidikan dan kebudayaan,

meliputi:

1. penyelengSaraan pelatihan keda;

2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dajl /atau
3. kegiatan pengelol,aan pelayanan pendidikan dan

kebudayaan lainnya yang sesuai dengan tipologi

kelurahan.

c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,

kecil, dan menengah, meliputi:

l. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau

2. kegiatan pengelolaan prengembangan usaha mikro,

kecil, dan menengah lainnya sesuai tipologi

kelurahan;

d. pengelolaan kegiatan lembaga kernasyarakatan,

meliputi:

1. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan;

2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan

lainnya.

e. pengelolaan ketentraman/ketertiban umum/
perlindungan masyarakat, meliputi:

1. p€ngadaan/penyelenggaraan pos keamalan
Kelurahan;



2. penguatan dan peningkatal kapasitas tenaga

keamanan/ketertiban Kelurahan ;

3. pengadaan/p€nyelenggaman/osialisa^d ket€ntraman/

ketertiban umum/perlindungan masyaE-kat

Iainnya sesuai tipologi keluralnn.
f. penguatan kesiapsiagaal masyarakat dalam

mengadapi bencana serta kejadian luar biasa,

meliputi:

1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi bencana;

3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan

bencana;

4. edukasi manajemen proteksi kebakaran;dan/atau

5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya

sesuai tipologi kelurahan.

Pasal 5

Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4
dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah

antara Lurah dengan kmbaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan.

Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan

penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat
dalam bentuk berita acara.

Pasal 6

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(21

(3)



BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Sekretaris Daerah dapat membuat surat edaran dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarala dan prasarana

Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan.

Peraturan Bupali

diundangkan.

Pasal 8

ini mulai berlaku pada targgal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada taJ.rggal 22 Aprtl2ol9

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkar di Magetan

pada IaI]g$al 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

lTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 19

?)';J*";

dengan aslinya


